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 i 
ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEPULAUAN KUNDUR GAGAL 
MENJADI DAERAH OTONOM BARU 
Oleh 
HERRYZAL 
Penyebab Gagalnya Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu 
adanya Moratorium Daerah Otonomi Baru dari Pemerintahan Pusat Meski 
Kepulauan Kundur sudah dimasukkan kedalam 65 Rancangan Undang-
Undang Daerah Otonomi Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Kelayakan Kepulauan Kundur Menjadi Daerah Otonom Baru di Kepulauan 
Riau serta Faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah 
Otonom Baru. Penelitian ini memerlukan data dari Keputusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang berupa dokumen-dokumen 
yang telah ada. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumenter, 
kuesioner. Kemudian dianalisis menggunakan skala likert dan deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan Kepulauan Kundur 
Menjadi Daerah Otonom Baru di Kepulauan Riau dilihat dari dari 3 indikator 
yang diantaranya Persyaratan Dasar Kewilayahan yang diantaranya luas 
wilayah,jumlah penduduk,batas wilayah,cakupan wilayah dan batas usia 
minimal daerah terpenuhi dengan Baik. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah 
yang diantaranya geografi, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan 
tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggara 
pemerintahan terpenuhi dengan Sangat Baik dan untuk Persyaratan 
Administratif yang diantaranya keputusan musyawarah desa, persetujuan 
DPRD Kabupaten dan Bupati dan persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur. 
Hasil dari Kelayakan Daerah Kepulauan Kundur termasuk kedalam kategori 
Tinggi/Maksimal dengan nilai keseluruhan76,14% Adapun  Faktor Penyebab 
Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru pada faktor eksternal 
ialah masih adanya Moratorium dari Pemerintah Pusat dan penyebab faktor 
internalnya ialah pada Persyaratan Administratif Daerah Kepulauan Kundur 
yang termasuk kedalam kategori Cukup/Kurang. 
Kata Kunci : Kelayakan Daerah, Faktor Penyebab Eksternal dan 
Internal, dan Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang masalah  
Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, 
berwewenang unuk mengatur dan mengurus sendiri daerah pemerintahannya, 
daerah otonomi baru ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapatkan 
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah otonomi baru 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan sebagai pembangunan 
kearah yang lebih baik. 
Fungsi daerah otonom ialah salah satunya meningkatkan pelayanan publik 
disuatu daerah yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada 
pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) :“Otonomi  daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.” 
Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi 
atau daerah persiapan kabupaten/kota, pembentukan daerah persiapan harus 
memenuhi persyaratan dasar dan administratif berikut penjelasan persyaratan
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pemekaran daerah sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah di antaranya yaitu: 
1. Persyaratan Dasar. 
a. Persyaratan dasar wilayahan, yaitu: 
1. Luas wilayah minimal; 
2. Jumlah penduduk minimal; 
3. Batas wilayah;  
4. Cakupan wilayah;  
5. Batas usia minimal daerah. 
b. persyaratan dasar kapisitas daerah, yaitu: 
1. geografi;  
2. demografi;  
3. keamanan;  
4. sosial politik. Adat, dan tradisi;  
5. potensi ekonomi;  
6. keuangan daerah; 
7. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Persyaratan Administratif. 
a. Untuk daerah provinsi meliputi: 
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota 
yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi; 
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2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah 
provinsi induk. 
b. Untuk daerah kabupaten/kota meliputi: 
1. keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilyah     
kabupaten/kota; 
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan 
bupati/walikota     daerah induk; dan 
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah 
provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan 
dibentuk. 
Mengingat  Kepulauan Kundur adalah daerah kepulauan maka pada 
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 29 
ayat (5) yang mengatakan  “Strategi percepatan Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan 
pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, 
pembangunan” makanya rasanya perlu pengembangan daerah guna tercapainya 
strategi percepatan pembangunan dan penataan daerah sesuai dengan Pasal di 
atas. Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka penataan daerah bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan efektifitas penyelnggarakan Pemerintahan Daerah; 
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b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat; 
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 
e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan 
f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. 
Kepulauan Kundur merupakan wilayah yang berbentuk kepulauan dan 
daerah yang tergabung dalam Kepulauan Kundur ialah Kecamatan 
Kundur,Kundur Barat, Kundur Utara, Belat, Ungar, Durai. Instansi pemerintahan 
berpusat di pulau Karimun maka secara tidak langsung masyarakat yang 
berdomisili di Kepulauan Kundur untuk mendapatkan pelayanan dan mengurus 
berbagai pelayanan yang dibutuhkan  harus pergi kepusat kabupaten yaitu di 
pulau Karimun, dimana untuk menuju pulau Karimun masyarakat pulau Kundur 
dan sekitarnya harus menyebrangi laut dengan menggunakan transportasi 
angkutan laut berupa kapal dan sebagainya yang ditempuh dengan waktu cukup 
lama, contohnya dari pulau kundur lebih kurang 1 jam, dan untuk masyarakat 
yang berada di kecamatan Durai yang jarak nya lebih jauh lagi bisa mencapai 2 
jam perjalanan lewat laut untuk menuju ke pusat Kabupaten. 
Menurut aspirasi masyarakat seharusnya masyarakat yang berdomisili di 
Kepulauan Kundur dapat dimekarkan untuk mengurangi berbagai masalah yang 
dihadapi masyarakat saat ini. Diantara peningkatan pelayanan yang lebih efisien 
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tanpa harus jauh-jauh untuk mendapat pelayanan, pendidikan, ekonomi dan juga 
persoalan lainnya. 
Seharusnya dengan pemekaran ini pemerintah dapat melakukan perubahan 
diberbagai masalah utama yang terjadi dipulau kundur dan sekitarnya. 
Diantaranya adalah : 
a. Efektifitas biaya 
b. Estimasi waktu 
c. Pelayanan yang baik 
d. Pembangunan yang merata yang ditimbulkan dari pemekaran yang baik 
dari pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan mayarakat dan hal-
hal lain yang dianggap penting. 
Di Kepulauan Kundur, rencana pemekaran kepulauan kundur untuk 
menjadi sebuah kabupaten baru sudah lama diperbincangkan yaitu tahun 2011. 
Namun sampai saat ini belum terealisasikan pemekarannya. Padahal persyaratan 
dalam pembentukan daerah yang ingin dimekarkan sudah terpenuhi semuanya 
mulai dari persyaratan dasar dan persyaratan kewilayahan dan sampai sekarang 
belum ada pengesahan Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonomi Baru. 
Pada awalnya rancangan pemekaran kepulauan kundur sudah dimasukkan 
kedalam agenda Rapat Paripurna DPR mendengar laporan Ketua Panja 
Pemekaran Hakam Naja dan Ketua Komisi II DPR Agun sudarsa, Senin 29 
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september 2014 DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diajukan diparlemen. 
Satu dari 65 DOB dan termasuklah itu Kabupaten Kepulauan Kundur di Provinsi 
Kepri. 
 DOB yang batal disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014 
1. KabupatenPantai Barat Mandailing, Sumut 
2. Kabupaten Simalungun Hataran, Sumut 
3. Kabupaten Renah Indojati, Sumbar 
4. Pembentukan Kota Muara Bungo, Jambi 
5. Kabupaten Pantai Timur, Sumsel 
6. Kabupaten Kikim Area, Sumsel 
7. Kabupaten Lembak, Bengkulu 
8. Kepulauan Kundur, Kepulauan Riau 
9. Kabupaten Bogor Barat, Jawa Barat 
10. Sukabumi Utara, Jawa Barat 
11. Garut Selatan, jawa Barat 
12. Kabupaten Lombok Selatan, NTB 
13. Kabupaten Adonara, NTT 
14. Kota Maumere, NTT 
15. Sekayam Raya, Kalimantan Barat 
16. Kabupaten Banua Landjak, Kalimantan Barat 
17. Paser Selatan, Kaltim 
18. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Kaltim 
19. Kota Langowan, Sulut 
20. Kota Tahuna, Sulut 
21. Kabupaten Talaud Selatan, Sulut 
22. Kabupaten Bone, Sulsel 
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23. Kabupaten Boliyohutu, Gorontalo 
24. Kabupaten Pinipi, Gorontalo 
25. Kabupaten Gorontalo Barat, Gorontalo 
26. Kabupaten Kepulauan Obi, Maluku Utara 
27. Kabupaten Wasile, Maluku Utara 
28. Kota Merauke, Papua 
29. Kota Lembah Baliem, Papua 
30. Kabupaten Okikha, Papua 
31. Kabupaten Grime Nawa, Papua 
32. Kabupaten Pulau Numfor, Papua 
33. Kabupaten Ketangban, Papua 
34. Kabupaten Yahuhimo Barat Pegunungan Seir, Papua 
35. Kabupaten Memberamo Hulu, Papua 
36. Kabupaten Yakuhimo Barat Daya, Papua 
37. Kabupaten Yakuhimo Timur, Papua 
38. Kabupaten Yakuhimo Utara, Papua 
39. Kabupaten Yalimek, Papua 
40. Kabupaten Bogoga, Papua 
41. Kabupaten Baliem Centre, Papua 
42. Kabupaten Ghondumi Sisare, Papua 
43. Kabupaten Muyu, Papua 
44. Kabupaten Admi Korbai, Papua 
45. Kabupaten Muara Digul, Papua 
46. Kabupaten Puncak Trikora, Papua 
47. Kabupaten Yapen Timur, Papua 
48. Kabupaten Yapen Barat, Papua 
49. Kabupaten Malamoi, Papua Barat 
50. Kabupaten Maybrat Sau, Papua Barat 
51. Kota Manokwari, Papua Barat 
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52. Kabupaten Manokwari Barat, Papua Barat 
53. Kabupaten Kokas, Papua Barat 
54. Kabupaten Immeko, Papua Barat 
55. Kabupaten Raja Ampat Utara, Papua Barat 
56. Kabupaten Raja Ampat Selatan, Papua Barat 
57. Kabupaten Moskona, Papua Barat 
58. Provinsi Tapanuli 
59. Provinsi Kepulauan Nias 
60. Provinsi Pulau Sumbawa 
61. Provinsi Kapuas Raya 
62. Provinsi Bolaang Mangondow Raya 
63. Pembentukan Provinsi Papua Selatan 
64. Provinsi PapuaTengah 
65. Provinsi Papua Barat Daya 
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengungkapkan 
sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan termasuk 
Kepulauan Kundur. Tapi Panja dan Pemerintah memutuskan menunda 
pengesahan dengan berbagai pertimbangan. DPR menjelaskan, penundaan 
pembahasan dilakukan agar tidak timbul rasa cemburu diantara daerah-daerah 
yang mengusulkan DOB. (Batamtoday.com “Rapat Paripurna DPR Batalkan 
Pembentukan Kabupaten Kundur, Natuna Barat dan Natuna Selatan” 29 
September 2014) 
Namun pada kenyataannya setelah diajukan persyaratan dasar dan 
persyaratan administratif sebagai pembentukan daerah Kabupaten Kepulauan 
Kundur yang ingin dimekarkan dan telah diusulkan oleh DPR Provinsi ke 
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Pemerintahan Pusat terjadi pembatalan Daerah Otonomi Baru. Maka dari itu 
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul”Analisis Faktor Penyebab 
Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru” 
1.2 Perumusan masalah 
1. Apakah Kepulauan Kundur layak menjadi Daerah Otonom Baru di Provinsi 
Kepulauan Riau? 
2. Apa faktor Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom 
Baru? 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka secara objektif 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui apakah layak Kepulauan Kundur menjadi Daerah 
Otonom Baru di Kepulauan Riau? 
2. Untuk mengetahui Penyebab Gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah 
Otonom Baru? 
1.4 Manfaat Penelitian  
1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
khususnya tentang Pembentukan dan Pemekaran Daerah. 
2. Memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk mengambil 
langkah-langkah dalam pembangunan Daerah Otonom Baru dan mengetahui 
apa penyebab gagalnya suatu daerah yang tidak layak dimekarkan dan 
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mencari solusi dan dukungan untuk merealisasikan daerah yang ingin 
dimekarkan. 
3. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan 
melakukan pengantar secara mendalam, khususnya pada kajian masalah 
tentang Daerah Otonomi Baru.  
1. 5 Sistematika Penelitian 
Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap penelitian 
ini maka disusun sistematika sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 
diakhiri dengan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungannya dengan 
permasalahan yang berhubungan dengan dengan Otonomi daerah, 
Pemekaran daerah Kabupaten/Kotayang keterkaitan dengan hak, 
wewenang,dan kewajiban suatu daerah untuk membentuk dan menjalankan 
suatu pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang 
yang berlaku. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
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 Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik 
pengumpulan data serta teknik analisis data. 
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 Pada bab ini penulis akan mengemukakan sejarah serta aktifitas Kepulauan 
Kundur, dari struktur yang ada di pemerintahan pada tiap-tiap Kecamatan 
yang termasuk wilayah yang akan dilakukan pemekaran.  
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian 
yang dilakukan.  
BAB VI : PENUTUP 
 Pada bab ini merupakan dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana akan 
diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan 
serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan 
pemikiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1  Otonomi Daerah  
Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan pemerintah pada 
daerah melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat 
mengelola daerahnya dengan lebih baik, efesien, adil, dan menata otonomi daerah 
yang dicanangkan dalam rangka tercapainya suatu bangsa yang lebih demokratis 
dan sistem pemerintahan yang lebih responsif. 
H.A.W.Widjaja (2002:81) otonomi pada saat ini semakin membuka 
pandangan baru bagi kinerja birokrasi dalam rangka mempercepat pelayanan 
kepada masyarakat dimana yang tadinya birokrasi dianggap lamban, lambat, dan 
berbelit-belit serta sangat termalitas yang semuanya diubah menjadi seiring 
dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya kebutuhan akan pelayanan 
yang semakin kompleks dan semakin baik,cepat, tepat dan kinerja semakin baik 
pula dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan 
global serta tuntutan referensi, diperlukan perubahan mendasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di indonesia dari sentralisasi pemerintahan di 
indonesia pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian 
otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. 
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Hakikat otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban suatu 
daerah untuk membentuk dan menjalankan suatu pemerintahannya sendiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana dijelaskan 
mengenai kewenangan daerah, kewajiban kepala daerah dan hal-hal yang terkait 
dalam Undang-undang yang telah ditetapkan. 
Perjalanan bangsa indonesia melalui berbagai sistem pemerintahan dan 
dipimpin berbagai macam kepala pemerintahan serta muncul masalah-masalah 
baru dalam lingkungan pemerintahan atau lingkungan masyarakat tentu sangat 
membutuhkan tatanan hukum yang berbeda dari waktu ke waktu untuk 
mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. 
Keberadaan kebijakan mengenai pemerintahan daerah bukan merupakan 
hal yang final, statis dan tetapi membutuhkan pembaruan-pembaruan untuk 
mengatasi berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul. Berikut ini adalah 
sejarah perkembangan undang-undang yang menjadi pedoman mengenai otonomi 
daerah : 
1. UU No. 1 Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah yang membagi tiga 
jenis daerah otonom, kepresidenan, kabupaten dan kota. 
2. UU No. 2 Tahun 1948 mengatur susunan pemerintahan daerah yang 
demokratis, membagi dua jenis daerah otonom, yakni daerah otonom biasa 
dan daerah otonomi istimewa dan tiga tingkatan daerah otonom, yakni 
provinsi, kab/kota dan desa. 
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3. UU No.1 Tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh 
Indonesia 
4. UU No. 18 Tahun 1965 mengatur otonomi yang menganut sistem yang riil 
dan seluas luasnya. 
5. UU No. Tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggaraan 
pemerintahan  yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah (prinsip yang 
dipakai : otonomi yang nyata dan bertanggung jawab; merupakan 
pembaruan dari otonomi daerah yang seluas luasnya dapat menimbulkan 
pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak serasi 
dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi). 
6. UU No.22 Tahun 1999 mengatur tentang pemerintahan daerah (perubahan 
mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi). 
7. UU No.25 Tahun 1999 mengatur tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. 
8. UU No.32 Tahun 2004 mengatur pemerintahan daerah sebagai pengganti 
UU No.22 Tahun 1999. 
9. UU No.33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah ( perubahan UU didasarkan berbagai UU yang 
terkait dibidang politik dan keuangan negara antara lain : UU No. 12 tahun 
2003 tentang pemilu anggota DPR,DPD, dan DPRD; UU No.22 tahun 2003 
tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD; UU No.23 tahun 2003 
tentang pemilihan presiden dan wakil presiden; UU No.17 tahun 2003 
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tentang keuangan negara; UU No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan 
negara; UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara). 
Sedangkan perubahan yang mendasar dari pedoman otonomi daerah dari 
UU No.22 tahun 1999 digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah sebagai 
berikut : 
1. Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU No.22 tahun 1999 
a. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah. 
b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. 
c. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten 
dandaerah kota. 
d. Sesuai dengan konstitusi negara. 
e. Kemandirian daerah otonom. 
f. Meningkatkan peranan Badan Legeslatif Daerah. 
g. Asas dekontralisasi diletakkan pada daerah otonomi sebagai wilayah 
administratif. 
2. Asas tugas perbantuan. 
1. Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam UU No.32 tahun 2004. 
a. Demokrasi, keadilan, pemerataan,kekuasaan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah. 
b. Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab. 
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1.Otonomi luas : daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan 
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
2.Otonomi nyata : penanganan urusan pemerintahan dilakasanakan 
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada 
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan 
potensi dan kekhasan daerah. 
3.Otonomi yang bertanggungjawab : dalam penyelenggaraan otonomi harus 
sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonom, yaitu pada 
dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
a. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah 
kabupaten dan daerah kota. 
b. Sesuai dengan konstitusi negara. 
c. Kemandirian daerah otonom. 
d. Meningkatkan peranan dan funsi badan legeslatif daerah. 
e. Asas dekontralisasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai 
wilayah administrasi. 
f. Asas tugas perbantuan. 
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 a.Tujuan Otonomi Daerah 
Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut 
pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan umum 
pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi 
pemerintahan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai efektifitas dan 
efisiensi dalam pelayanan publik. (HAW. Widjaja, 2002:22). 
Otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “pemerintah daerah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 
daerah. 
a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Sebuah pelayanan yang maksimal dan memadai diharapkan kesejahteraan 
masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat 
kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukan bagaimana daerah otonom 
bisa menggunakan hak dan wewenangnya sesuai yang diharapkan. 
b. Meningkat pelayanan umum. 
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan publik 
secara maksimal dari lembaga pemerintahandi masing-masing daerah. Dengan 
18 
 
 
pelayanan maksimal tersebut diharapkanmasyarakat dapat merasakan secara 
langsung manfaat dari otonomi daerah. 
c. Meningkatkan daya saing daerah. 
Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya 
saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah 
serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pda 
semboyan negara kita “Bhineka Tunggal Ika” Berbeda-beda tapi tetap satu. 
Melihat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada setiap daerah 
otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan 
dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah 
pemerintah daerah otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan 
masyarakat didalamnya. Adapun manfaat otonomi daerah : 
1. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur 
dari pemerintahan pusat. 
2. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik. 
3. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “pemetrasi” yang lebih baik 
dari pemerintahan pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh 
dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh 
masyarakat setempat. 
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4. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis 
keagamaan di dalam perencanaan pembangunan dapat memperluas dalam 
mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah. 
5. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga swasta dan masyarakat didaerah 
untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 
6. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna 
melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
implementasi program. 
7. Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan 
oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program 
pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan 
miskin di pedesaan. 
8. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovtif, kreatif. 
Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh daerah lainnya. 
9. Memungkinkan pemimpin didaerah menetapkan pelayanan dan fasilitas 
secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi,memonitor 
dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih 
baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di pusat. 
2.2 Pemekaran Daerah 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) : 
20 
 
 
Pemecahan daerah provinsi atau daerah kab/kota untuk menjadi dua atau lebih 
daerah atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 
(satu) derah provinsi menjadi satu daerah baru. Pada dasarnya pemekaran wilayah 
merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang 
perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat 
memaksimalkan peraturan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. 
Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi 
dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau 
penggabungan beberapa daerah.Sementara dalam prakterknya sampai dengan saat 
ini.Mekanisme pembentukan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. 
1. Pembentukan daerah dilakukan melalui mekanisme daerah persiapan dengan 
jangka 3 tahun dan maksimal 5 tahun kepentingan strategis nasional.  
2. Persyaratan administrasi dan persyaratan dasar kewilayahan usulan 
pembentukan daerah persiapan dimiliki oleh pemerintahan pusat.  
3. Persyaratan dasar kapisitas daerah dinilai oleh tim kajian independence yang 
selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintahan pusat. 
4. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.  
5. Pemerintahan pusat melakukan evaluasi akhir kepada daerah persiapan.  
a. Daerah persiapan dengan hasil evaluasi akhir yang dinyatakan layak akan 
ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonomi baru. 
21 
 
 
b. Daerah persiapan deengan evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan 
dicabut status daerah persiapannya dan dikembalikan kedaerah induknya.  
Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau 
daerah persiapan kabupaten/kota, pembentukan daerah persiapan harus 
memenuhi persyaratan dasar dan administratif berikut penjelasan persyaratan 
pemekaran daerah sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah diantaranya yaitu: 
1. Persyaratan dasar, persyaratan dasar meliputi: 
a. Persyaratan dasar wilayahan, yaitu: 
b. Luas wilayah minimal; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau 
kepulauan. 
c. Jumlah penduduk minimal; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau 
atau kepulauan. 
d. Batas wilayah; dibuktikan pada koordinat pada peta dasar. 
e. Cakupan wilayah; paling sedikit 5 daerah kabupaten/kota untuk 
pembentukan daerah provinsi paling sedikit 5 kecamatan untuk 
pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk 
pembentukan daerah kota. 
f. Btas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan; 
batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah 
kabupaten/kota 7(tujuh) tahun terhitung sejak pembentkan; dan batas 
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minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 
5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. 
2. persyaratan dasar kapisitas daerah, adalah kemampun daerah untuk           
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang didasarkan 
pada parameter: 
a. geografi; meliputi lokasi ibu kota hidrografi; dan kerawa kerawanan 
bencana 
b. demografi ; meliputi kualitas sumber daya manusia dan distribusi 
penduduk 
c. keamanan; meliputi tindakan kriminal umum dan konflik sosial. 
d. sosial politik. Adat, dan tradisi; meliputi partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan umum, kohesipitas sosial; dan organisasi kemasyarakatan 
e. potensi ekonomi; meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan 
daerah. 
f. keuangan daerah; meliputi kapasitas PAD induk. Potensi pendapatan asli 
calon daerah persiapan, dan pengelolahan keuangan  dan aset daerah 
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan; meliputi aksesibilitas 
pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, 
aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, jumlah pegawai aparatur sipil 
negara didaerah induk, dan rancangan rencana tata ruang wilayah daerah 
persiapan. 
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3. Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif disusun dengan tata 
urutan sebagai berikut: 
a. Untuk daerah provinsi meliputi: 
b. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota yang    
akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi; 
c. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah 
provinsi induk. 
d. Untuk daerah kabupaten/kota meliputi: 
e. keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilyah     
kabupaten/kota; 
f. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota     
daerah induk; dan 
g. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi 
yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. 
Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada 
pasal 29 ayat (5) yang mengatakan  “Strategi percepatan Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan 
pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, 
pembangunan” makanya rasanya perlu pengembangan daerah guna tercapainya 
strategi percepatan pembangunan dan penataan daerah sesuai dengan pasal di 
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atas. Pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka penataan daerah bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan efektifitas penyelnggarakan Pemerintahan Daerah; 
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat; 
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 
e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan 
f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. 
a. Tujuan Pemekaran Daerah Otonom Baru 
Menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, Pemekaran 
Daerah/wilayah adalah pemecahan suatu Pemerintah baik Provinsi, 
Kabupaten/Kota , Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang Persyaratan 
Pembentukan dan criteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan 
Daerah, pada Pasal 2 menyebutkan Pemekaran Daerah/wilayah bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : 
1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat 
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah 
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah 
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban 
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6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
 Terdapat beberapa alas an kenapa Pemekaran Daerah sekarang 
menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu  
a. keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik 
dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan 
pelayanan melalui Pemerintahan Daerah yang baru diasumsikan akan 
lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan 
dengan pelayanan melalui Pemerintah Daerah induk dengan cakupan 
wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan 
pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan 
publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. 
b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui 
perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan 
potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, 
maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi 
ekonomi daerah baru yang selama ini belum tergali. 
c. Penyerapan tenaga kerja secara yang lebih luas di sektor Pemerintah 
dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. 
Kenyataan politik seperti ini uga mendapat dukungan yang besar dari 
masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluan ekonomi 
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baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia 
sebagai dampak ikutan Pemekaran Daerah. 
 Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota menjadi beberapa daerah 
Kabupaten/Kota baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan 
wilayah, calon Kabupaten/Kota baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan 
antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu 
diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok dimasa yang akan 
datang. Selanjutnya, dalam usaha Pembentukan Daerah Pemekaran perlu 
dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat 
diuatu Daerah Pemekaran. 
2.4 Konsep Islam 
Surah  Hud ayat 77 
 ُهُرْيَغ ٍهَِلإ ْن ِّم مَُكل اَم َّاللّ ْاوُدُبْعا ِمْوَق اَي َلاَق اًِحلاَص ْمُهاََخأ َدوُمَث ىَِلإَو
 َِّنإ ِهْيَِلإ ْاوُبوُت َّمُث ُهوُرِفْغَتْساَف اَهيِف ْمُكَرَمْعَتْساَو ِضَْرلأا َن ِّم مَُكأَشَنأ َوُه
 ٌبيِج ُّم ٌبيِرَق يِّبَر﴿١٦﴾  
Artinya : 
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 
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Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Hud 11:61) 
Yang dimaksud ayat ini ialah manusia sebagai pemakmur bumi karena 
Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan itu manusia 
bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang 
ditetapkan oleh yang menugasnya yaitu Allah SWT. Maksud manusia dijadikan 
penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia serta mengolahnya, 
mereka bisa membangun bangunan di atasnya, menanam pepohonan, menggarap 
tanahnya, memanfaatkan sumber daya alamnya, dan lain sebagainya.
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2.5 Penelitian Terdahulu 
No Nama 
Peneliti 
Tahun Judul Penelitian Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Kesimpulan 
1 Hidayat  2016 Analisis faktor 
pendukung dan 
penghambat 
Kepulauan Kundur 
menjadi 
Kabupaten. 
1.Apa saja faktor 
pendukung dan 
penghambat Pemekaran 
Daerah di Kepulauan 
Kundur untuk menjadi 
Kabupaten? 
2.Bagaimana upaya dan 
dukungan Pemerintah 
Kabupaten Karimun dalam 
usaha Merealisasikan 
Pemekaran Kepulauan 
Kundur? 
1.Untuk mengetahui Apa 
saja faktor pendukung dan 
penghambat Pemekaran 
Daerah di Kepulauan 
Kundur untuk menjadi 
Kabupaten? 
2.Untuk mengetahui 
Bagaimana upaya dan 
dukungan Pemerintah 
Kabupaten Karimun dalam 
usaha Merealisasikan 
Pemekaran Kepulauan 
Kundur? 
Kesimpulannya bahwasanya 
persyaratan dasar 
kewilayahan dan persyaratan 
administratif sudah terpenuhi 
dan menjadi faktor 
pendukung sedangkan 
persyaratan kapasitas daerah 
tidak semuanya terpenuhi 
dan menjadi faktor 
penghambat. Perbedaanya 
penelitian ini meneliti 
tentang faktor pendukung 
dan penghambat Kepulauan 
Kundur menjadi Kabupaten 
sedang Penulis meneliti 
tentang penyebab gagalnya 
Kepulauan Kundur menjadi 
Daerah Otonom Baru dan 
menjadi persamaan dengan 
faktor Penghambat. 
2 Fitri 
Anggraini 
2016 Implementasi 
Peraturan 
Pemerintah 
Republik 
1.Bagaimana Implementasi 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Studi 
1.Untuk mengetahui sejauh 
mana Implementasi 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008 
Kesimpulannya bahwasanya 
masalah dipenelitian ini 
disebabkan oleh beberapa 
hambatan, diantaranya 
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Indonesia Nomor 
19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan 
(Studi Kelayakan 
Pemekaran 
Kecamatan 
Mandau 
Kabupaten 
Bengkalis) 
Kelayakan Pemekaran 
Kecamatan Mandau 
Kabupaten Bengkalis) 
2.Apa saja faktor-faktor 
penghambat Pemekaran 
Kecamatan Mandau? 
tentang Kecamatan (Studi 
Kelayakan Pemekaran 
Kecamatan Mandau 
Kabupaten Bengkalis) 
2.Untuk mengetahui  
faktor-faktor penghambat 
Pemekaran Kecamatan 
Mandau? 
kurangnya cakupan wilayah 
diawal pengajuan 
pemekaran, lambatnya 
tanggapan terhadap aspirasi 
masyarakat, adanya faktor 
politik dan adanya perubahan 
peraturan perundang-
undangan. Perbedaannya 
Penelitian ini melihat 
Kecamatan Mandau apakah 
layak dimekarkan 
persamaannya sam-sama 
meneliti tentang pemekaran. 
3 Roviqi 2017 Analisis 
Pemekaran 
Wilayah 
Kabupaten 
Indragiri Selatan 
sebagai Daerah 
Otonom Baru 
1.Bagaimana Pemekaran 
Kabupaten Indragiri 
Selatan sebagai Daerah 
Otonom Baru? 
2.Apa faktor-faktor 
Penghambat yang dihadapi 
dalam Persiapan sebagai 
Daerah Otonom Baru? 
1.Untuk menganalisis 
Pemekaran Wilayah 
Kabupaten Indragiri 
Selatan sebagai Daerah 
Otonom Baru 
2.Untuk mengetahui 
faktor-faktor Penghambat 
yang dihadapi dalam 
Persiapan Daerah Otonom 
Baru 
Kesimpulannya bahwasanya 
masalahnya di penelitian ini 
adanya Peraturan Perundang-
Undangan, adanya 
Moratorium dari Pemerintah 
Pusat Perbedaannya 
Penelitian ini menganalisis 
Pemekaran Indragiri Selatan 
menjadi daerah Otonom 
Baru persamaannya sama-
sama meneliti tentang 
pemekaran. 
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 Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni, 
adalah : 
1. Perbedaan Penelitian Hidayat, meneliti tentang faktor pendukung dan 
penghambat Kepulauan Kundur menjadi Kabupaten sedangkan Penulis 
meneliti tentang penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah 
Otonom Baru. 
2. Perbedaan Penelittian Fitri Anggraini, meneliti tentang Kecamatan Mandau 
apakah layak dimekarkan atau tidak layak sedangkan Penulis meneliti tentang 
penyebab gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru. 
3. Perbedaan Penelitian Roviqi ini menganalisis Pemekaran Indragiri Selatan 
menjadi daerah Otonom Baru sedangkan Penulis meneliti tentang penyebab 
gagalnya Kepulauan Kundur menjadi Daerah Otonom Baru. 
2.6 Defenisi Konsep  
  Defenisi konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan 
pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan 
pada judul ini, maka aka dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat 
membatasi. 
1.  Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. 
2. Gagal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tidak berhasil, tidak 
tercapai. 
3. Pemekaran wilayah Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Daerah 
Otonomi Baru bahwa pemekaran daerah sebagaimana pasal 32 ayat (1) 
Pemekaran daerah provinsi dan daerah untuk menjadi dua atau lebih atau 
menggabungkan bagian dari daerah yang bersanding dalam satu provinsi 
menjadi satu daerah baru. 
4. Pemekaran Kepulauan Kundur adalah pembentukan daerah berupa 
pemekaran dari satu daerah Kabupaten Karimun menjadi kabupaten lain di 
mana terdiri dari Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan 
Kundur Barat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Durai. 
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2.7 Konsep Operasional 
Variabel Indikator Sub indikator 
Faktor penyebab  
pemekaran Kepulauan 
Kundur menjadi Daerah 
Otonomi Baru 
(Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintahan 
daerah). 
1. Persyaratan 
Dasar 
Kewilayahan 
a. Wilayah Minimal 
b. Jumlah Penduduk 
c. Batas Wilayah 
d. Cakupan Wilayah 
e. Batas Usia Minimal 
Daerah Kabupaten/Kota 
dan Kecamatan. 
 2. Persyaratan 
Dasar 
Kapasitas 
Daerah 
a. Geografi, 
b. Demografi, 
c. Keamanan, 
d. Sosial, poltik, adat, dan 
tradisi; 
e. Potensi ekonomi, 
f. Keuangan daerah, 
g. Kemampuan 
penyelenggaraan 
pemerintahan. 
 3. Persyaratan 
Administratif 
1. Keputusan Musyawarah 
Desa yang menjadi 
Cakupan Wilayah 
Daerah Kbupaten/Kota. 
2. Persetujuan bersama 
DPRD Kabupaten/Kota 
induk dengan Bupati/ 
Walikota daerah induk. 
3. Persetujuan DPRD 
Provinsi dengan 
Gubernur daerah 
provinsi yang 
mencakupi Daerah 
Persiapan 
kabupaten/kota yang 
akan dibentuk. 
 Sofair silaen dan Widiyono (2013:71), variabel yang disusun berdasarkan 
jenjang atau tingkatan dalam suatu atribut tertentu, tetapi perbedaan masing-masing 
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tingkatan tidak ada batas yang jelas/pasti atau masing-masing kategori mempunyai 
jarak yang berbeda dan frekuensi nilainya dilakukan dengan jalan perhitungan, bukan 
pengukuran. Misalnya, sub indikator dikategorikan: “sangat baik, baik, kurang baik, 
tidak baik”. Dalam perbedaan ini tingkat/jenjang antara “sangat baik dan baik tidak 
dapat ditentukan dengan jelas atau tidak mempunyai batas jarak tertentu. 
 Pada Konsep Operasional tentang faktor penyebab Kepulauan Kundur gagal 
menjadi Daerah Otonom Baru. Apabila 3 indikator terpenuhi bisa dikatakan “sangat 
baik atau baik”, jika 2 indikator terpenuhi bisa dikatakan “kurang baik” dan hanya 1 
indikator terpenuhi bisa dikatakan “tidak baik”. 
 Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, untuk dapat membedakan masing-masing 
tingkatannya maka pada jenjang tertinggi diberi skor tertinggi, misalnya 4 pada 
kategori” sangat baik”, jenjang dibawahnya diberi skor 3, dan seterusnya sampai 
jenjang terendah dengan skor 1. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 
Berikut ini gambar dari kerangka pemikiran penelitian analisis faktor 
penyebab  pemekaran Kepulauan Kundur mejadi Daerah Otonomi Baru 
  
Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Menurut UU No. 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP 
No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 
Persyaratan Dasar 
Kewilayahan 
Persyaratan Dasar 
Kapasitas Daerah 
Persyaratan 
Administratif 
1. Wilayah Minimal 
2. Jumlah Penduduk 
3. Batas Wilayah 
4. Cakupan Wilayah 
5. Batas Usia 
Minimal Daerah 
Kabupaten/Kota 
dan Kecamatan 
 
1. Geografi, 
2. Demografi, 
3. Keamanan, 
4. Sosial, poltik, adat, 
dan tradisi; 
5. Potensi ekonomi, 
6. Keuangan daerah, 
7. Kemampuan 
penyelenggaraan 
pemerintahan  
1. Keputusan Musyawarah 
Desa yang menjadi 
Cakupan Wilayah 
Daerah Kbupaten/Kota. 
2. Persetujuan bersama 
DPRD Kabupaten/Kota 
induk dengan Bupati/ 
Walikota daerah induk. 
3. Persetujuan DPRD 
Provinsi dengan 
Gubernur daerah 
provinsi yang 
mencakupi Daerah 
Persiapan 
kabupaten/kota yang 
akan dibentuk. 
 
Pemekaran Daerah 
Kepulauan Kundur 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, Penelitian Kualitatif menurut 
Sugiyono (2003:11) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variable 
mandiri baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Suatu penelitian 
yang berusaha menjawab dan menganalisa Faktor Penyebab Kepulauan Kundur 
Gagal menjadi Daerah Otonom Baru.  
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
       Penelitian dilakukan  di Kepulauan Kundur, alasan pemilihan tempat ini di 
karenakan Kepulauan Kundur yang merupakan objek penelitian ini daerah yang 
sebenarnya sudah lama untuk dimekarkan namun hingga sekarang belum 
terlaksanakan. Adapun penelitian ini berlangsung pada bulan April hingga sampai 
dikatakan layak diuji. 
3.3  Jenis dan Sumber Data 
Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada 
untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya. Relavan dan 
lengkap.jenis data dari penelitian ini yaitu data kualitatif bersifat deskriftif. 
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Menurut Saryono,2010:1) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan 
kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, 
diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 
Meleong, mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 
penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 
konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 
komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti 
(Herdiansyah,2010:9). 
Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara 
lain, berupa:  
1. Data primer 
 Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 
dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk 
tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden 
individu,kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data jika 
kuisoner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran,2011). Data primer 
merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang 
terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang 
menjadi sumber data primer adalah seperti :  
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1. Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tentang Persetujuan 
Terhadap Pembentukan Kabupaten  Kepulauan Kundur, 
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Persetujuan Pembentukan Daerah 
Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur, 
3. Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Tentang Persetujuan DPRD 
Kabupaten Karimun terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan 
Kundur, 
4. Keputusan Bupati Karimun tentang Persetujuan Pembentukan Daerah 
Otonom Baru Kabupaten Kepulauan Kundur 
5.  Keputusan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur 
tentang Sususnan Pengurus Badan Pekerja Pemebentukan Kepulauan 
Kundur. 
Dapat diperoleh melalui :  
a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian terkait dengan 
masalah Pemekaran Kepulauan Kundur. 
b. Memberikan Kuesioner kepada responden yang mengetahui tentang 
masalah Pemekaran Kepulauan Kundur 
2. Data skunder 
 Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau 
secara tidak langsung yang berupa dokumen-dokumen, buku,catatan, bukti 
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telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan secara umum. hal ini sebagai bukti penelitian dapat 
mendukung dan menjelaskan masalah tentang permasalahan tentang 
Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru sebagai objek yang 
sedang diteliti. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk melakukan penelitian terhadap analisis faktor pendukung dan 
penghambat pemekaran Kepulauan Kundur, maka metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu : 
1. Wawancara 
Yaitu bentuk komunikasi antara peneliti dengan para subjek yang 
bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh 
informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. 
2. Dokumenter  
Yaitu alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumenter . dan 
sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Juga termasuk 
dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat dan 
buku harian. Dan termasuk juga laporan media masa baik melalui surat kabar, 
majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektrononis lainnya. 
3. Kuisioner  
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Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan 
beserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden menjawab 
pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang ada didasarkan kepada 
indikator peneliti. 
3.5 Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
 Menurut Sugiyono (2011:90) populasi adalah wilayah generalisasi 
terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. 
 Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan dan benda-
benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 
objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 
sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 
 Pada penelitian yang berjudul Analisis faktor penyebab Kepulauan 
Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru dan melihat apa 
penyebabnya Kepulauan Kundur Gagal dimekarkan maka populasi 
penelitian ini meliputi orang yang terlibat dalam Pemekaran Kepulauan 
Kundur. 
Tabel 3.1 Jumlah Populasi  Pemekaran Kepulauan Kundur 
No Instansi Jumlah 
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1 Pemerintah Provinsi 5.154 Orang 
2 DPRD Provinsi 45 Orang 
3 Pemerintah Daerah Kabupaten 3.823 Orang 
4 DPRD Kabupaten 30 Orang 
Total 9.052 Orang 
Sumber Data : BPS Kepulauan Riau 2018 
Maka Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan 
DPRD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi populasi dalam penelitian 
tentang faktor penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah 
Otonom Baru berjumlah 9.052 jiwa. Dan dikategorikan menjadi beberapa 
unsur yaitu : 
1. Pemerintah  Kabupaten Karimun 
2. DPRD Kabupaten Karimun 
3. Pemerintah Kecamatan  
4. Badan Pembentukan 
5. Tokoh Masyarakat. 
2.Sampel  
 Sampel menurut Sugiyono(2011:91), adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki karakteristik tersebut. Apabila populasi terlalu 
besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 
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populasi, misalnya karena keterbatasan dana, financial, waktu, tenaga dan 
sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu. 
 Usman (2009:44) menjelaskan teknik sampling kluster atau teknik 
sampling daerah merupakan teknik yang ada digunakan apabila populasi 
tersebar beberapa daerah,provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. 
Untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber data, maka 
pengambilan sampelnya berdasarkan populasi yang ditetapkan. 
Sehubungan itu, Sugiyono (2011:94) menjelaskan teknik sampling daerah 
seiring digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan 
sampel daerah, dan tahap kedua menentukan orang-orang yang ada di 
daerah itu secara sampling juga. 
 Adapun sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:96) Sampel ditetapkan secara 
sengaja oleh peneliti, lazimnya didasarkan atas criteria atau pertimbangan 
tertentu. 
 Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau 
penelitian tentang politi disuatu daerah, maka sampel sumber datanya 
adalah orang ahli politik. Sampelnya ini cocok digunakan untuk peneliti 
kualitatif. 
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 Maka dari itu Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah orang-
orang yang terlibat dalam Pemekaran Kepulauan Kundur dalam jumlah 
tertentu dan pertimbangan tertentu yaitu : 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karimun (Bagian Tata Pemerintahan Umum) diambil 10 
orang sampel karena mereka terlibat dan menjadi wewenang mereka 
dalam kesejahteraan kemasyarakatan. 
2. DPRD Kabupaten Karimun terdiri dari Sekretaris Dewan dan (Komisi 
1)  diambil 4 orang sampel karena mereka adalah orang terlibat dan 
menjadi wewenang mereka dalam otonomi daerah 
3. Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur terdiri Ketua, 
Wakil dan Sekretaris BP3K2 diambil 1 orang karena terlibat dalam 
Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur 
4. Pemerintah Kecamatan terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kundur, Kundur 
Barat, Kundur Utara, Belat, Durai dan Ungar diambil 5 orang  Camat. 
Karena tergabung dalam Daerah Kepulauan Kundur 
5. Tokoh Masyarakat diambil 1 orang yang memiliki pengaruh dan 
dihormati masyarakat dan pernah berjuang dalam Pemekaran Daerah. 
  Tabel 3.2  Sampel Pemekaran Kepulauan Kundur 
No Keterangan  Sampel  
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1 Pemerintah Kabupaten   10 Orang 
2 DPRD Kabupaten 4 Orang 
3 Pemerintah Kecamatan 5 Orang 
4 Badan Pembentukan 1 Orang 
5 Tokoh Masyarakat 1 Orang 
 Jumlah 21 Orang 
  
3.6 Metode Analisis Data 
 Dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif yakni 
analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-
kenyataan yang ditentukan dilapangan mengenai Pemekaran Daerah Kepulauan 
Kundur dalam  rangka ingin mengetahui Penyebab Kepulauan Kundur Gagal Menjadi 
Daerah Otonom Baru. Dengan menggunakan metode tersebut, maka informasi yang 
diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 
persentase, disajikan dalam bentuk dan uraian dengan rumus persentasenya Skala 
Likert menurut Riduwan (2009:98) sebagai berikut : 
 P = 
 
 
×100 
Keterangan : 
P = Persentase 
F = Frekuensi   
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N = Populasi  
 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan Analisis Faktor Penyebab 
Kepulauan Kundur Gagal Menjadi Daerah Otonom Baru, keseluruhan indikator yang 
diajukan kepada responden diukur menggunakan teknik pengukuran menurut 
Suharsimi Ari Kunto sebagai berikut : 
Kriteria Interpretasi Skor 
1. Tinggi/Maksimal     : 76-100% 
2. Cukup/Kurang    :56-75% 
3. Tidak Maksimal/Rendah   :40-55% 
4. Sangat Tidak Maksimal/Sangat Rendah :0-39% 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Keadaan Geografis  
Kepulauan Kundur merupakan daerah kepulauan yang merupakan bagian 
wilayah administrasi dari pemerintah Kabupaten Karimun. Kepulauan Kundur adalah 
daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar dimana memiliki luas kurang 
lebih 3009,38 Km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 165,7 Km2 dan wilayah 
perairan seluas 2843,68 Km2. Sebagai daerah kepulauan, karakteristik pulau-pulau di 
Kundur cenderung mirip. Wilayahnya secara umum berupa dataran yang datar dan 
landai dengan ketinggian 2 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meskipun ada 
bagian yang merupakan bukit-bukit. 
Adapun batasan wilayah Kepulauan Kundur adalah : 
- Sebelah Utara  : Kabupaten Karimun, Selat Malaka dan Singapura. 
- Sebelah Selatan  : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. 
- Sebelah Barat : Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. 
- Sebelah Timur : Kota Batam  
Sedangkan letak wilayah Kepulauan Kundur adalah : 
- 00° 24’36” Lintang Utara s/d 01°13’12” Lintang Utara 
- 103° 13’12” Bujur Timur s/d 104°00’36” Bujur Timur 
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Karena Kepulauan Kundur merupakan Daerah yang Berciri Kepulauan tentu 
wilayahnya memiliki banyak pulau-pulau. Kundur memiliki pulau sebanyak 
105 buah pulau dan terdiri dari pulau yang sudah berpenghuni dan 83 pulau 
yang belum berpenghuni. Ada beberapa pulau-pulau besar yaitu pulau 
Kundur, Durai, Belat, Ungar. 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Karimun 
 
 Kepulauan Kundur mempunyai 30 desa/kelurahan yang saat ini sudah 
menjadi desa/kelurahan defenitif. Dari seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari 23 
desa dan 7 kelurahan. 
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Tabel 4.1 : Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan 
Nama Kecamatan Nama Desa/Kelurahan 
1. Kecamatan Kundur  
 
- Kelurahan Tanjungbatu 
Kota 
- Kelurahan Tanjungbatu 
Barat 
- Kelurahan Gading Sari 
- Desa Sungai Ungar 
- Desa Sungai Sebesi 
- Desa Lubuk 
2. Kecamatan Kundur Barat - Kelurahan Sawang 
- Desa Sawang Laut 
- Desa Kundur 
- Desa Sawang Selatan  
- Desa Gemuruh 
3. Kecamatan Kundur Utara - Kelurahan Tanjung Berlian 
- Kelurahan Urung Barat 
- Desa Sungai Ungar Utara 
- Desa Teluk Radang 
- Desa Perayun  
4. Kecamatan Durai - Desa Telaga Tujuh 
- Desa Sanglar 
- Desa Semembang 
- Desa Tanjung Kilang 
5. Kecamtan Belat - Desa Penarah 
- Desa Sebele 
- Desa Leboh 
- Desa Sungai Asam 
- Desa Degong 
- Desa Tebias 
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6. Kecamatan Ungar - Kelurahan Alai 
- Desa Batu Limau 
- Desa Sungai Buluh 
- Desa Ngal 
 
4.2 Keadaan Penduduk 
 Jumlah penduduk Kepulauan Kundur pada tahun 2018 memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 80.501 jiwa yang tersebar di enam kecamatan.. 
Tabel 4.2 : Jumlah Kecamatan dan Jumlah Penduduk 
No Kecamatan Jumlah penduduk 
1 Kundur 30,593 
2 Kundur Utara 18,401 
3 Kundur Barat 12,699 
4 Durai 6,676 
5 Belat 6,157 
6 Ungar 5,975 
 Jumlah 80,501 
Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab.Karimun Tahun 2018 
. 
 Disektor lain disamping memiliki lahan subur yang mengandung organik, 
Kepulauan Kundur kaya akan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hasil 
perkebunan yang menjadi komoditi unggulan diantaranya adalah karet, kelapa, nanas, 
durian, pisang, rambutan, sahu, gambir, rumput laut, tanaman pangan dan sayuran. 
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 Dari segi letak wilayah Kepulauan Kundur adalah daerah dengan letaknya 
sangat strategis sangat berdekatan dengan Negara tetangga Singapura dan 
Malaysia,hal ini membuat Kundur dilirik sebagai pengembangan industry dan 
investasi san juga sektor pariwisata yang cukup menonjol. 
4.3 Sarana dan Prasarana 
 Kepulauan kundur memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap yang 
dapat mendukung Pemekaran diKepulauan Kundur. Mulai dari sarana pendidikan, 
sarana peribadatan, sarana ksehatan, hingga perhubungan. 
 4.3.1 Sarana Pendidikan 
 Penduduk yang berpendidikan merupakan aset yang sangat berharga bagi 
pembangunan daerah. Melalui sistem pendidikan yang terpadu dan menjangkau 
seluruh masyarakat baik dikota maupun didesa, maka diharapkan kualitas 
pendidikan yang baik itu sarana dan prasarananya meningkat terutama di 
Kepulauan Kundur. Adapun jumlah fasilitas pendidikan bisa dilihat tabel 
dibawah ini : 
Tabel 4.3 Jumlah sekolah di Kepulauan Kundur 
N
o 
Kecamatan Jumlah sarana pendidikan 
Umum Agama 
SD SMP SMA SMK MI MTs MA 
1 Kundur  17 3 3 1 4 2 1 
2 Kundur Barat 13 4 2 1 0 1 1 
3 Kundur Utara 8 3 1 1 1 1 0 
4 Belat 7 3 1 0 0 0 0 
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5 Durai 7 3 1 0 0 1 0 
6 Ungar 6 2 0 0 1 0 0 
Total 58 18 8 3 6 5 2 
Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018 
4.3.2 Sarana Peribadatan 
Sarana Peribadatan merupakan salah satu hal penting dalam persyaratan 
pemekaran suatu kabupaten. Pentingnya sarana peribadatan karena agama 
merupakan fondasi dasar bagi kehidupan manusia dalam berkehidupan sehari-
hari. Baik ataupun buruknya prilaku seorang ditentukan dari ketaatannya 
beribadah ataupun akhlaknya. Di Kepulauan Kundur mayoritas penduduknya 
beragama islam. Sarana peribadatan di Kepulauan Kundur dapat dilihat dalam 
tabel dibawah ini : 
Tabel 4.4 Sarana Peribadatan 
No Sarana Peribadatan Jumlah 
1 Masjid  131 
2 Mushola  142 
3 Gereja  21 
4 V ihara  6 
5 Pura  0 
Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018 
4.3.3 Sarana Kesehatan  
Pentingnya sarana kesehatan tentunya merupakan hal yang mendasar yang 
harus ada disuatu daerah yang berfungsi dan bertujuan untuk menjamin 
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kesehatan setiap masyarakat. Untuk fasilitas kesehatan yang ada di Kepulauan 
Kundur tercantum didalam tabel dibawah ini : 
Tabel 4.5 Jumlah fasilitas kesehatan Kepulauan Kundur 
No Kecamatan Rumah 
Sakit 
Puskesmas Puskesmas 
pembantu 
Puskesmas 
keliling 
Klinik/Bal
ai 
Kesehatan Darat Laut 
1 Kundur  0 1 3 5 0 1 
2 Kundur 
Barat 
0 1 5 2 0 1 
3 Kundur 
Utara 
0 1 3 4 0 0 
4 Belat 0 1 4 0 1 0 
5 Durai 0 1 2 1 3 0 
6 Ungar 0 0 2 0 1 0 
Total 0 5 19 12 5 2 
Sumber data : Badan Pusat Statistik 2018 
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BAB VI 
PENUTUP  
 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam 
bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan 
bermanfaat, baik Pemekaran Kepulauan Kundur maupun Pemerintah Kabupaten 
Karimun. 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab 
sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepulauan Kundur sudah masuk kedalam 65 Rancangan Undang-Undang 
tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dan masuk kedalam Daerah 
Otonom Baru Rangking ke 3 daerah yang layak dimekarkan. Karena layak 
dari Persyaratan Dasar Kewilayahan, Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah dan 
Persyaratan Administratif. Namun kemudian gagal menjadi daerah otonom 
baru. 
2. Penyebab Kepulauan Kundur Gagal menjadi Daerah Otonom Baru, yakni 
disebabkan 2 Faktor Eksternal dan Faktor Internal yaitu : 
1. Faktor Eksternal 
Kegagalan Pemekaran Daerah Kepulauan Kundur masih adanya 
moratorium dari Pemerintahan Pusat hingga saat ini masih belum dicabut 
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kebijakan moraturiumnya. Terjadinya moratorium akibat pengesahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Faktor Internal  
Kegagalan Kepulauan Kundur menjadi daerah otonom baru untuk 
persyaratan pembentukan daerah yang tercakup pada Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Persyaratan 
Dasar Kewilayahan dikategorikan Tinggi/Maksimal, Persyaratan Dasar 
Kapasitas Daerah dikategorikan Tinggi/Maksimal, dan Persyaratan 
Administratif dikategorikan Cukup/Kurang dan hasil rekapitulasi dari 3 
indikator Persyaratan Pembentukan Daerah Kepulauan Kundur yaitu 
berada pada angka 76,14% dikatakan Tinggi/Maksimal. 
6.2  Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai pertimbangan dalam 
Pemekaran Kepulauan Kundur Kabupaten Karimun dan kepada pihak terkait agar 
dapat menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Pemrintah harus mampu memberikan keputusan yang terbaik tanpa adanya 
kepentingan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu dan memprioritaskan hal-
hal yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Karimun harus bisa mengatur pemerataan 
pembangunan dan ekonomi agar bisa meminimalkan masyarakat bekerja 
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keluar negeri dengan cara yang salah dan bisa mensejahteraankan masyarakat 
dengan pemerataan pembangunan agar terciptanya lowongan pekerjaan dan 
terlebihnya juga agar terhindar dari tidak terpenuhi syarat pemekaran 
Kepulauan Kundur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Akbar dan Usman. (2009). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 
Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: 
Rajawali Pers. 
H.A.W. Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. 
Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. 
Jakarta: Salemba Humanika. 
Saryono (2010), Metodologi Peneltian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula. 
Yogyakarta: Mitra Cendekia. 
Sekaran, Uma 2011. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 
Sofair silaen dan Widiyono (2013). Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan 
Skripsi dan Tesis  
Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 
Fitri Anggraini, 2016. Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Kelayakan 
Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
Hidayat, 2016. tentang Analisis faktor pendukung dan penghambat Kepulauan 
Kundur menjadi Kabupaten. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
Ratty Puspitasari, 2014. Tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi daerah baru 
(Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri 
  
 
Selatan).Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan 
Penghapusan Daerah 
Undang- Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Batamnews.co.id  
Batamtoday.com 
 
 
  
LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Foto-foto Tentang Kegiatan di Lokasi Penelitian 
 
Gambar 1. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Huzrin Hood, SH ( Tokoh 
Masyarakat, Pendiri  Provinsi Kepulauan Riau ). 
 
Gambar 2. Peneliti saat mewawancarai Bapak Raja Bakhtiar,S.Ag, MM. 
(Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ). 
 
 
  
 
Gambar 3. Peneliti saat mewawancarai Bapak Ahmad Yani,SE. ( Sekretaris 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun). 
 
Gambar 4. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Ery Novaljadinata, S.STP, 
M.MP. (Camat Kundur). 
 
 
  
 
 
Gambar 5. Peneliti setelah mewawancarai Bapak Suhaidi (Bendahara Camat 
Kundur Utara). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
RIWAYAT HIDUP 
 
 
HERRYZAL lahir di Sungai Ungar, Kecamatan Kundur 
pada tanggal 10 Mei 1996, sebagai anak pertama dari dua 
bersaudara dan adik (Nurbetty), dari pasangan Ayahanda 
ABDUL RASYID dan Ibunda HALIZAH. Pendidikan formal 
yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 001 
Kundur pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan di 
Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Kundur pada tahun 2012 
selama 3 tahun, selanjutnya pada tahun 2012 penulis 
melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kundur pada 
tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan 
studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara. 
 Penulis dinyatakan “LULUS” pada tanggal 18 November 2019 dan berhak menyandang 
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul skripsi “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepulauan 
Kundur Terkendala Menjadi Daerah Otonom Baru” pada tahun 2019. 
